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ABSTRACT 

Micro, small and medium enterprises can develop if they are supported by the involvement of actors 
involved from government, MSMEs and the private sector so that all problems such as access to capital 
and downstream marketing can be resolved. The aim of the service carried out is to increase target 
knowledge and skills in collaborative governance in the development of micro, small and medium 
enterprises. The service method used is through training, mentoring and evaluation based on pre-tests 
and post-tests given to 30 participants, then analysis is carried out based on descriptive quantitative 
analysis for ranking and averages. The results of the service carried out by MSMEs in Banjarsari Village 
showed a significant increase in knowledge and skills based on pre-test and post-test measurements. 
The average increase in knowledge in collaborative governance for the development of MSMEs is 53%, 
this illustrates that there is success in the service program carried out so that this service has an impact 
on the development of Banjarsari village MSMEs in the aspects of governance, production and 
marketing. 

Keywords: collaborative governance, community welfare, micro, small and medium enterprises, 
business actors, chip flavor variants. 

ABSTRAK 

Pengembangan UMKM pedesaan menjadi target utama Pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan 
ekonomi lokal termasuk seagai penyedia lapangan pekerjaan. Permasalahahan dalam pengembangan 
UMKM di Desa Banjarasari adalah masalah manajemen UMKM, keterbatasan akses pemasaran, dan 
masih terbatasya inovasi dalam produksi. Pelaku UMKM dapat berkembang jika didukung dengan 
keterlibatan para aktor yang terlibat dari pemerintahan, pelaku umkm dan sektor swasta sehing segala 
permasalahan seperti akses permodalan dan hilirisasi pemasaran dapat terselesaikan. Tujuan 
pengabdian yang dilakukan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sasaran dalam 
collaborative governance dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Metode pengabdian 
yang digunakan melalui pelatihan, pendampingan dan evaluasi berdasarkan pre-test serta post-test 
yang diberikan kepada 30 peserta, kemudian dilakukan analisa berdasarkan pada analisa kuantitatif 
deskriptif untuk perankingan dan rerataan. Hasil pengabdian yang dilakukan kepada para pelaku 
UMKM di Desa Banjarsari menunjukan adanya peningkatan signifikan terhadap pengetahuan dan 
keterampilan berdasarkan pada pengukuran pre-test dan post-test. Rataan peningkatan pengetahuan 
dalam tatakelola kolaboratif untuk pengembangan UMKM sebesar 53%, hal demikian menggambarkan 
bahwa adanya keberhasilan dalam program pengabdian yang dilakukan sehingga pengabdian ini 
berdampak  pada pengembangan umkm desa banjarsari dalam aspek tatakelola, produksi dan 
pemasaran. 

Kata kunci: collaborative governance, kesejahteraan masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah, 
pelaku usaha pelaku usaha, varian rasa kripik. 
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PENDAHULUAN 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
merupakan salah satu aspek yang dapat 
berkontribusi secara signifikan dalam 
meningkatkan perekonomian nasional 
secara mandiri pada seetiap daerah 
sehingga dapat mewujudkan tujuan negara 
dalam mencapai kesejahteraan Masyarakat 
sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 
Pasal 33 ayat 4. Berdasarkan data 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah tahun 2021, jumlah UMKM kini 
berjumlah 64,19 juta dengan kontribusi 
terhadap PDB sebesar 61,97% atau Rp 
8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap 
perekonomian Indonesia antara lain mampu 
menyerap 97% dari total tenaga kerja yang 
ada dan mampu menjaring hingga 60,4% 
dari total investasi. Dengan demikian, 
UMKM berperan aktif dalam peningkatan 
perekonomian negara. 
       Selain itu, UMKM juga menjadi salah satu 
solusi dalam menciptakan lapangan 
pekerjaan baru, sehingga dapat mengatasi 
pengangguran-pengangguran yang ada di 
suatu daerah. Oleh sebab itu, keberadaan 
UMKM perlu adanya pemberdayaan dalam 
mewujudkan pengembangan UMKM yang 
mandiri. kemampuan UMKM dalam 
menciptakan peluang kerja 
mengindikasikan bahwa UMKM memiliki 
potensi yang cukup besar dalam program 
pemberdayaan masyarakat (Arifqi, 2019; 
Fatine, 2022). Pemberdayaan masyarakat 
meliputi pembangunan masyarakat dan 
pembangunan yang berbasis pada 
masyarakat (Community based 
development) yang kemudian mencakup 
pembangunan berbasis masyarakat yang 
diterjemahkan sebagai pembangunan yang 
dilakukan oleh masyarakat (Santoso, 2022). 
Oleh karena itu, dalam pengembangan 
UMKM perlu adanya keterlibatan setiap 
aktor dalam mewujudkan UMKM yang 

mandiri dan mampu berdaya saing secara 
global, sehingga tatakelola UMKM tidak bisa 
berjalan sendiri-sendiri melainkan harus 
ada kolaborasi yang baik antara pelaku 
UMKM, pihak pemerintah dan sektor swasta 
(Apriliani et al., 2023; Wahyudin et al., 2023; 
Wahyudin, Firliandoko, et al., 2024). 
      Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) memiliki peran penting dalam 
perekonomian Indonesia, berkontribusi 
pada penciptaan lapangan kerja dan 
pertumbuhan ekonomi lokal, produk yang 
memiliki prospek besar karena keripik telah 
menjadi salah satu camilan yang paling 
disukai di masyarakat. Namun, untuk 
memanfaatkan potensi ini, diperlukan 
langkah-langkah efektif dalam 
pengembangan UMKM, dimana dimana 
Collaborative Governance menjadi salah 
satu kunci strategi. 
      Collaborative governance Merujuk pada 
proses di mana berbagai pemangku 
kepentingan termasuk pemerintah, sektor 
swasta, dan Masyarakat bekerja sama dalam 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
serta program yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Dalam konteks pengembangan UMKM, 
kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan 
lingkungan yang mendukung pertumbuhan 
usaha, inovasi, dan keberlanjutan (Prastiwi, 
2023).  
       Dengan demikian, tatakelola kolaboratif 
dalam pengembangan UMKM menjadi kunci 
utama dalam keberhasilan UMKM untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah 
satu UMKM yang mempunyai potensi 
pengembangan dan perlu pendampingan 
yaitu UMKM yang terletak di Desa 
Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten 
Bogor. Namun dalam hal ini, UMKM tersebut 
sering mengalami berbagai permasalahan 
dalam pengembangannya yang ditinjau dari 
aspek manajemen, produksi dan pemasaran. 
Permasalahan UMKM yang menyangkut 
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ketiga aspek tersebut secara umum terjadi 
pada setiap UMKM lokal atau pedesaan 
khususnya seperti adanya ketidak tahuan 
dalam membangun tatakelola UMKM yang 
baik, adanya keterbatasan dalam akses 
permodalan sehingga UMKM  dapat 
menghambat aspek produksi dan 
menyebabkan tidak dapat berkembangnya 
UMKM serta promosi yang dilakukan 
terbatas untuk lingkup lokal dan belum 
menerapkan penggunaan teknologi 
informasi dalam pemasarannya. 
       Melalui pelatihan dan pendampingan 
yang dilakukan oleh akademisi dengan 
pendekatan tata kelola kolaboratif dalam 
pengembangan UMKM ini tidak hanya 
memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan 
sumber daya, namun juga dapat 
meningkatkan kemampuan bisnis pada 
sektor UMKM pedesaan, sehingga 
mendorong praktik bisnis  UMKM 
berkelanjutan dan dapat terintegrasikan 
dengan program pendampingan yang 
didukung oleh berbagai pemangku 
kepentingan bagi mewujudkan 
pertumbuhan dan keberhasilan UMKM. 
Pendampingan yang efektif dapat 
meningkatkan pengembangan pribadi dan 
hasil bisnis  wirausahawan pemula, 
menunjukkan bahwa program 
pendampingan terstruktur dapat secara 
signifikan meningkatkan kepercayaan diri 
dan dinamika kinerja (St-Jean et al., 2018).  
Tata kelola kolaboratif dalam 
pengembangan UMKM melalui pelatihan 
dan pendampingan pada produk keripik 
merupakan pendekatan yang efektif untuk 
meningkatkan daya saing dan keinginan 
usaha. Dengan melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan, ekosistem yang 
mendukung pertumbuhan UMKM dapat 
tercipta (Prastiwi, 2023). Oleh karena itu, 
penting untuk terus mendorong kolaborasi 
antara pemerintah, sektor swasta, 
akademisi, dan masyarakat dalam rangka 
mengoptimalkan potensi UMKM, khususnya 
di sektor produk keripik, untuk mencapai 
kesejahteraan yang lebih baik bagi 
masyarakat. Keberhasilan kolaborasi ini 
tidak hanya akan meningkatkan kualitas 
produk keripik tetapi juga berkontribusi 

pada pertumbuhan ekonomi lokal yang 
berkelanjutan. 
      Pendampingan penting dalam 
memungkinkan wirausahawan  
mengembangkan bisnis berkelanjutan, 
sehingga menciptakan lapangan kerja dan 
berkontribusi terhadap pertumbuhan 
ekonomi (Kunaka & Moos, 2019; Reed et al., 
2016). 
     Pelatihan dan pendampingan yang 
dilakukan berdasarkan pada kajian 
tatakelola kolaboratif dalam pengembangan 
UMKM. Sehingga pengabdian ini 
mempunyai focus pada peningkatan peran 
serta masyarakat, khususnya terkait 
peningkatan kapasitas kelompok 
masyarakat pelaku UMKM. Strategi selalu 
terkait dengan 3 hal, yaitu tujuan, sarana, 
dan metode. Tujuan terkait dengan tujuan 
pengembangan UMKM, Sarana terkait 
dengan sarana dan prasarana UMKM, 
termasuk tersedianya sarana pendukung 
seperti sarana pemasaran. Metode yang 
digunakan dalam kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini adalah melalui 
pelatihan, dan pendampingan dalam 
peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
tentang cara mengembangkan produk 
UMKM yang telah ada. Dalam konteks ini, 
kontribusi usaha UMKM kecil dan inovatif 
sangat signifikan. Tujuan kegiatan 
pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan dalam 
pengembangan umkm Desa Banjarsari 
melalui pendekatan collaborative 
governance sehingga dapat meningkatkan 
aspek produksi, pemasaran dan pengelolaan 
umkm menjadi lebih berkembang. 
 

MATERI DAN METODE 

Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan 
merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
peningkatan para pelaku UMKM di Desa 
Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten 
Bogor untuk peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan dalam aspek manajemen, 
produksi dan pemasaran melalui kajian 
collaborative governance dalam 
pengembangan UMKM. 
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     Konsep Collaborative governance 
merupakan keterlibatan secara aktif dari 
berbagai pihak seperti pemberdayaan para 
pelaku umkm melibatkan keterliban aktor-
aktor yang berkepentingan meliputi aktor 
pemerintah yang berperan sebagai 
pengaturan regulasi dalam  membangun 
jejaring, masyarakat setempat dapat 
berperan sebagai pelaku umkm yang 
diberdayakan serta sektor swasta yang 
dapat mendukung dalam permodalan umkm 
maupun jaringan pengelolaam umkm. 
Dengan demikian, konsep collaborative 
governance dapat diterapkan dalam 
pemberdayaan umkm, sehingga umkm yang 
diberdayakan dapat berkembang dengan 
adanya bantuan dari pemerintah, sektor 
swasta dan masyarakat (Apriliani et al., 
2018; Arrozaaq, 2016). 
     Metode pengabdian yang digunakan 
sebagai salah satu cara dalam melakukan 
analisa pengembangan umkm di Desa 
Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten 
Bogor dengan kajian konsep collaborative 
governance. Dalam melakukan analisa 
UMKM maka dilakukan observasi atau 
survey terlebih dahulu untuk 
mengidentifikasi Fenomena yang terjadi 
dalam pengembangan umkm, selanjutnya 
dilakukan pelatihan dan pendampingan 
kepada 30 responden dalam rangka 
pemberian pemahaman dan keterampilan 
para pelaku usaha melalui kajian 
collaborative governance untuk 
pemberdayaan UMKM menjadi lebih 
berkembang lagi. Tahap selanjutnya yaitu 
melakukan evaluasi dengan pemberian pre-
test dan post-test kepada 30 responden, 
pemberian pre-test dan post-test ini selain 
untuk evaluasi tetapi juga sebagai metode 
yang digunakan untuk pengumpulan data, 
adapun isi dari pre-test dan post-tes  
berdasarkan pada 5 indikator mengenai 
pemahaman konsep collaborative 
governance. Data yang sudah terkumpul 
kemudian diolah ke dalam bentuk 
persentase dengan tujuan untuk lebih 
memudahkan dalam mengetahui tingkat 
pemahaman dan keterampilan yang 
diberikan apakah terdapat peningkatan 

sehingga pengabdian yang dilakukan dapat 
dikatakan berhasil jika umkm yang 
diberdayakan terdapat pengembangan dari 
segi manajemen, produksi hingga 
pemasaran. Hasil analisis data disajikan 
dalam bentuk tabel  dengan dua sisi kolom, 
kolom sisi kiri data pre-test dan kolom sisi 
kanan data post-test dengan begitu lebih 
memudahkan untuk melihat hasil kenaikan 
persentase pre-test ke post-test. Hasil pre-
test dan post-test dilakukan analisa 
berdasarkan pada analisa statistik deskriptif 
(Fitriah et al., 2022; Pratidina et al., 2022; 
Wahyudin et al., 2024). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa 
berfokus pada peningkatan pengetahuan 
dan keterampilan melalui pendidikan 
pelatihan dan pendampingan para pelaku 
UMKM dalam mengembangkan produk 
yang dimilikinya. Pelatihan Collaborative 
governance dalam pengembangan UMKM 
di Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi 
Kabupaten Bogor dilakukan dalam rangka 
menyelesaikan beberapa permasalahan 
yang terjadi, diantaranya untuk 
peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan para pelaku UMKM dalam 
mengembangkan UMKM yang dilihat dari 
segi tatakelola, produksi dan 
pemasarannya. Adapun pelatihan yang 
dilakukan yaitu dengan memberikan 
edukasi kepada para pelaku umkm untuk 
pengembangan UMKM melalui konsep 
collaborative governance dengan 
memberikan pertanyaan-pertanyaan 
berdasarkan pada lima indikator. 

Indikator 1 

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa edukasi 
yang dilakukan kepada para pelaku umkm 
meliputi edukasi terhadap pemahaman para 
pelaku usaha terhadap pengertian umkm. 
Hasil analisa pre-test menunjukan sebelum 
dilaksanakannya program pengabdian maka 
dapat diketahui meyoritas pelaku usaha 
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belum mengetahui sepenuhnya dengan 
pengertian umkm yaitu sebanyak 66,7% dan 
hanya 33,3% sebagai minoristas peserta 
pelatihan yang dapat memahami dalam 
pengertian umkm. Namun setelah 
dilaksankan program pengabdian, 
berdasarkan hasil analisa post-test terdapat 
peningkatan pengetahuan dan pemahaman 
para pelaku usaha mengenai umkm yang 
dimana terdapat 93,3% mayoritas 
pengetahuan dan pemahaman peserta 
meningkat dan minoritas peserta sebesar 
6,7% memerlukan edukasi lebih lanjut. 
Dalam artian tingkat pemahaman peserta 
pelatihan terhadap pengetahuan dalam 
pengertian umkm meningkat sebesar 60%, 
dengan kata lain program pengabdian yang 
dilakukan terdapat keberhasilan yang 
signifikan dalam meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan para pelaku 
umkm. 

Tabel 1. Singkatan UMKM 

NO JAWABAN Pre-Test Post-Test 
  F % F % 
A Usaha 

Masyarakat 
Kecil 
Menengah 

20 66,7 2 6,7 

B Usaha 
Mikro Kecil 
dan 
Menengah 

10 33,3 28 93,3 

C Usaha 
Menengah 
Kecil   

0 0 0 0 

D Usaha 
Mandiri Kecil 
Menengah   

0 20 0 0 

 Jumlah 30 100% 30 100% 

      

Pada penelitian yang dilakukan (Audina, 
2021) “Peranan Pelatihan Terhadap 
Pengembangan Pelaku Usaha Kecil Dan 
Menengah Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil 
Dan Menengah Kabupaten Deli Serdang” 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa Pembinaan yang dilakukan oleh 
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli 
Serdang kini sudah cukup baik, itu semua 
dapat dilihat dilihat dari makin banyaknya 
anggota usaha kecil dan menengah yang 

menjadi pembinaan Dinas koperasi. Hal ini 
telah sesuai dimana pada mayoritas 
pengetahuan dan pemahaman peserta 
meningkat setelah dilakukannya pelatihan. 

      Pengetahuan mengenai pengertian 
umkm menjadi pengetahuan dasar yang 
harus dimiliki oleh setiap pelaku umkm, 
karena pada dasarnya ddengan mengetahui 
pengetahuan dasar maka dapat dikatakan 
bahwa para pelaku usaha dapat 
memposisikan dirinya sebagai umkm yang 
dapat melakukan kolaborasi dengan 
berbagai lintas sektor untuk pengembangan 
usaha-usaha mereka dengan pelibatan para 
aktor. 

Indikator 2 

Tabel 2. Jumlah UMKM di Indonesia 

NO JAWABAN Pre-Test Post-Test 

  F % F % 

A 60 juta 2 6,7 0 0 

B 64,19 juta 11 36,7 24 80 

C 70 juta 9 30 3 10 

D 75 juta 8 26,6 3 10 

 Jumlah 30 100% 30 100% 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui 
bahwa edukasi yang dilakukan kepada para 
pelaku umkm meliputi edukasi terhadap 
pemahaman para pelaku usaha terhadap 
pengetahuan jumlah umkm saat ini di 
Indonesia. Hasil analisa pre-test 
menunjukan sebelum dilaksanakannya 
program pengabdian maka dapat diketahui 
meyoritas pelaku usaha belum mengetahui 
sepenuhnya dengan jumlah umkm yang ada 
di Indonesia saat ini, yaitu sebesar 26,6% 
dan hanya 36,7% sebagai minoristas peserta 
pelatihan yang dapat mengetahui jumlah 
umkm di Indonesia saaat ini. Namun setelah 
dilaksankan program pengabdian, 
berdasarkan hasil analisa post-test terdapat 
peningkatan pengetahuan dan pemahaman 
para pelaku usaha mengenai jumlah umkm 
di Indonesia saat ini yaitu terdapat 80% dan 
minoritas peserta sebesar 20% masih 
memerlukan edukasi lebih lanjut. Dalam 
artian, tingkat pemahaman peserta 
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pelatihan terhadap pengetahuan dalam 
mengetahui jumlah umkm di Indonesia saat 
ini meningkat sebesar 43,3%, dengan kata 
lain program pengabdian yang dilakukan 
terdapat keberhasilan yang signifikan dalam 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan para pelaku umkm. 

      Pada penelitian yang dilakukan (Harahap 
et al., 2020)  dengan judul “Tujuan Defisit 
fiskal, Ekspor, Impor dan Jumlah UMKM 
Terhadap Pertumubuan Ekonomi Indoneisa” 
Hasil penelitian menujukkan bahwa selain 
defisit fiskal dan impor, jumlah UMKM 
ternyata memiliki hubungan positif dan 
berpengaruh signifikat terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi 
peranan UMKM yang menunjukkan 
kemandirian suatu negara akan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 
tangguh.  

      Pengetahuan mengenai jumlah umkm 
di indonesia saat ini menjadi salah satu 
landasan dasar bagi para pelaku usaha 
untuk saling berkolaborasi dengan sesama 
pelaku umkm sehingga dapat 
memudahkan para pelaku usaha dalam 
mengembangkan umkm karena terdapat 
jejaring yang dapat saling menguntungkan 
dan memudahkan para pelaku umkm 
dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
dari segi tatakelola, produksi maupun 
dalam pemasaran produk. 

Indikator 3 
Berdasarkan pada tabel 3 dapat diketahui 
bahwa edukasi yang dilakukan kepada para 
pelaku umkm meliputi edukasi terhadap 
pemahaman para pelaku usaha terhadap 
unsur utama konsep collaborative 
governance. Hasil analisa pre-test 
menunjukan sebelum dilaksanakannya 
program pengabdian maka dapat diketahui 
meyoritas pelaku usaha belum mengetahui 
sepenuhnya dengan unsur-unsur 
collaborative givernance yang dapat 
membantu dalam pengembangan umkm 
yaitu sebesar 66,6% dan minoritas peserta 
sebesar 33,4% dapat memahami dalam 
keterlibatan unsur-unsur yang dapat 

membantu dalam pengembangan umkm. 
Namun setelah dilaksankan program 
pengabdian, berdasarkan hasil analisa post-
test terdapat peningkatan pengetahuan dan 
pemahaman para pelaku usaha mengenai 
unsur-unsur collaborative givernance yang 
dapat membantu dalam pengembangan 
umkm yaitu sebesar 70% dan minoritas 
peserta sebesar 30% masih memerlukan 
edukasi lebih lanjut. Dalam artian, tingkat 
pemahaman peserta pelatihan terhadap 
pengetahuan dalam mengetahui 
keterlibatan unsur pemerintah, masyarakat 
dan sektor swasta melalui konsep 
collaborative governance dapat menjadi 
faktor pendukung pengembangan umkm 
dengan peningkatan sebesar 36,6%, dengan 
kata lain program pengabdian yang 
dilakukan terdapat keberhasilan yang 
signifikan dalam meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan para pelaku 
umkm. 

Tabel 3. Tiga Unsur Utama Konsep 
Collaborative Governance 

NO JAWABAN 
Pre-Test Post-Test 

F % F % 
A Pemerintah, 

Masyarakat 
dan Media 
Sosial 

16 53,3 6 20 

B Pemerintah, 
Media dan 
Masyarakat    

4 13,3 3 10 

C Pemerintah, 
Swasta dan 
Masyarakat 

10 33,4 21 70 

D Pemerintah, 
Akademisi 
dan 
Pengusaha 

0 0 0 0 

 Jumlah 30 100% 30 100% 

 

      Penelitian yang dilakukan (Faidati & 
Muthmainah, 2019) dengan judul 
”Collaborative Governance dalam 
Pengembangan UMKM di Era revolusi 
Industri”  menujukkan bahwa 
Collaborative governance dalam 
pengembangan UMKM di DIY pada era 
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revolusi industri 4.0 merupakan strategi 
bersama untuk meningkatkan daya saing 
UMKM. Kolaborasi ini melibatkan berbagai 
stakeholder, termasuk Dinas Koperasi dan 
UMKM, Dinas   Perdagangan, asosiasi 
pengusaha, serta organisasi seperti Google 
dan platform e-commerce. Namun, 
implementasi collaborative governance ini 
belum optimal. Terdapat tumpang tindih 
program dan kelompok sasaran, serta 
kurangnya data yang memadai dari 
stakeholder maupun pemerintah. 
Beberapa komunitas UMKM menerima 
banyak program, sementara yang lain 
belum terjangkau. Selain itu, belum ada 
forum koordinasi antar stakeholder yang 
efektif, meskipun komitmen masing-
masing pihak untuk menjalankan tugasnya 
sudah baik. Proses kerjasama antar 
stakeholder masih perlu ditingkatkan 
untuk mencapai hasil yang maksimal. 

     Pengetahuan mengenai keterlibatan tiga 
unsur collaborative governance menjadi 
langkah awal dari para pelaku umkm 
dengan siapa mereka harus bermitra 
dalam pengembangan umkm, sehingga 
dengan adanya pengetahuan ini dapat 
membuka jalan kepada para pelaku umkm 
untuk melakukan mitra kerjasama dalam 
pengembangan usaha-usaha mereka. 

Indikator 4 

Tabel 4. Bentuk usaha untuk mengembangkan 
UMKM 

NO JAWABAN 

Pre-Test Post-Test 

F % F % 

A Kemitraan 14 46,7 29 96,7 

B Pengurangan 
Biaya 
roduksi 

5 16,7 1 3,3 

C Penutupan 
Usaha 

0 0 0 0 

D Penambahan 
Tenaga Kerja 

11 36,6 0 0 

 Jumlah 30 100% 30 100% 

      Berdasarkan pada tabel 4 dapat 
diketahui bahwa edukasi yang dilakukan 
kepada para pelaku umkm meliputi edukasi 
terhadap pemahaman para pelaku usaha 
terhadap bentuk usaha untuk 
mengembangkan UMKM. Hasil analisa pre-
test menunjukan sebelum dilaksanakannya 
program pengabdian maka dapat diketahui 
meyoritas pelaku usaha belum mengetahui 
sepenuhnya dengan bentuk usaha untuk 
mengembangkan UMKM yaitu sebesar 
53,3% dan hanya 46,7% minoritas peserta 
dapat memahami dalam keterlibatan 
kemitraan sebagai bentuk usaha untuk 
mengembangkan UMKM. Namun setelah 
dilaksankan program pengabdian, 
berdasarkan hasil analisa post-test terdapat 
peningkatan pengetahuan dan pemahaman 
para pelaku usaha mengenai keterlibatan 
kemitraan sebagai bentuk usaha untuk 
mengembangkan UMKM yaitu sebesar 
96,7% dan hanya 3,3% sebagai minoritas 
peserta pelatihan masih memerlukan 
edukasi lebih lanjut. Dalam artian, tingkat 
pemahaman peserta pelatihan terhadap 
pengetahuan dalam mengetahui 
keterlibatan kemitraan sebagai bentuk 
usaha untuk mengembangkan UMKM 
dengan peningkatan sebesar 50%, dengan 
kata lain program pengabdian yang 
dilakukan terdapat keberhasilan yang 
signifikan dalam meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan para pelaku 
umkm. 

       Pada penelitian yang dilakukan 
(Hasanah et al., 2022) dengan judul 
“Perbandingan model Pola Pengembagan 
dan Strategi Kemitraan UMKM Danau 
Siombak” menunjukkan bahwa pola 
kemitraan di Danau Siombak saat ini 
menggunakan konsinyasi dan keagenan. 
Usulan model kemitraan 
merekomendasikan pemerintah sebagai 
pengawas yang memberikan kebijakan dan 
informasi. BUMN, lembaga keuangan, dan 
usaha besar berperan sebagai penyedia 
modal dan penghubung kemitraan. Model 
ini sebaiknya fokus pada pengembangan 
kemitraan yang profesional dan mandiri. 
Dianjurkan untuk mengubah pola kemitraan 
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yang ada menuju model baru yang 
mendukung kemajuan UMKM secara 
bersama (win-win solution). Implementasi 
pola ini perlu didukung oleh stakeholder 
dan manajemen yang baik, dengan 
pendekatan top down dan top up, 
menciptakan hubungan mutualisme dengan 
pemerintah sebagai pengawas. 

      Pengetahuan mengenai kemitraan 
sebagai bentuk usaha untuk 
mengembangkan umkm sangat diperlukan, 
karena dengan memahami konsep bermitra 
maka para pelaku usaha dapat melakukan 
mitra sesuai dengan kebutuhannya seperti 
dalam aspek produksi untuk penyediaan 
permodalan dan pengadaan barang maupun 
pada aspek tatakelola dan pemasaran 
melalui peran jasa. 

Indikator 5 

Tabel 5. Peran Pemerintah dalam Proses 
Pelaksanaan Kemitraan 

NO JAWABAN 
Pre-Test Post-Test 

F % F % 
A Menyediakan 

Dana Untuk 
Semua Usaha 

23 76,7 4 13.3 

B Membuat 
kebijakan 
yang Tidak 
Sesuai dengan 
Kebutuhan 
UMKM 

0 0 0 0 

C Menyediakan 
Data dan 
Informasi 
Pelaku Usaha 
UMKM yang 
Siap Bermitra 

7 23,3 26 86,7 

D Mengawasi 
semua produk 
impor 

0 0 0 0 

 Jumlah 30 100% 30 100% 

 

Berdasarkan pada tabel 5 dapat 
diketahui bahwa edukasi yang dilakukan 
kepada para pelaku umkm meliputi edukasi 
terhadap pemahaman para pelaku usaha 
terhadap peran pemerintah dalam proses 
pelaksanaan kemitraaan. Hasil analisa pre-
test menunjukan sebelum dilaksanakannya 
program pengabdian maka dapat diketahui 
meyoritas pelaku usaha belum mengetahui 
sepenuhnya dengan peran pemerintah 
dalam proses pelaksanaan kemitraaan yaitu 
sebesar 76,7% dan hanya 23,3% minoritas 
peserta dapat memahami dalam peran 
pemerintah dalam proses pelaksanaan 
kemitraaan. Namun setelah dilaksankan 
program pengabdian, berdasarkan hasil 
analisa post-test terdapat peningkatan 
pengetahuan dan pemahaman para pelaku 
usaha mengenai peran pemerintah dalam 
proses pelaksanaan kemitraaan yaitu 
sebesar 86,7% dan hanya 13,3% sebagai 
minoritas peserta pelatihan masih 
memerlukan edukasi lebih lanjut. Dalam 
artian, tingkat pemahaman peserta 
pelatihan terhadap pengetahuan dalam 
mengetahui peran pemerintah dalam proses 
pelaksanaan kemitraaan dengan 
peningkatan sebesar 63,4%, dengan kata 
lain program pengabdian yang dilakukan 
terdapat keberhasilan yang signifikan dalam 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan para pelaku umkm.  

Pengetahuan para pelaku usaha 
terhadap peran pemerintah dalam proses 
pelaksanaan kemitraan menjadi faktor 
kunci dalam keberhasilan umkm untuk 
mendapatkan mitra yang dapat menjadi 
akses bantuan permodalan, pengadaan 
barang dan jasa maupun pemasaran dalam 
mengembangkan umkm yang dikelola. 

Tabel 6. Rekapitulasi Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM 

No JAWABAN 
Pre - Test Post - Test 
F % F % 

1 Singkatan UMKM 10 33,3 28 93,3 
2 Jumlah UMKM di Indonesia 11 36,7 24 80 
3 Tiga Unsur Utama Konsep Collaborative Governance 10 33,3 21 70 
4 bentuk usaha untuk mengembangkan UMKM 14 46,7 29 96,7 
5 Peran Pemerintah Dalam Proses Pelaksanaan Kemitraan 7 23,3 26 86,7 
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Rata-Rata 10 32,7% 26 85,7% 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui 
bahwa edukasi yang dilakukan kepada para 
pelaku umkm dengan memberikan 
pemahaman terhadap collaborative 
governance dalam pengembangan UMKM di 
Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi 
Kabupaten Bogor menunjukan adanya 
peningkatan pengetahuan secara signifikan 
yaitu dengan rata-rata peningkatan 
pengetahuan sebesar 53%. Adapun 
peningkatan pengetahuan dengan nilai 
tertinggi yaitu pada indikator Peran 
pemerintah dalam proses pelaksanaan 
kemitraan yaitu rata-rata peningkatan 
sebesar 63,4% dan peningkatan 
pengetahuan terendah berada pada 
indikator unsur utama konsep collaborative 
governance yaitu rata-rata peningkatan 
sebesar 36,6%. Sedangkan untuk indikator 
pengetahuan dalam pengertian umkm 
terdapat peningkatan pengetahuan rata-
rata sebesar 60%, indikator pengetahuan 
dalam jumlah umkm di indonesia saat ini 
terdapat peningkatan pengetahuan rata-
rata sebesar 43,3% dan indikator bentuk 
usaha untuk mengembangkan umkm 
terdapat peningkatan pengetahuan rata-
rata sebesar 50%. 

      Pada penelitian yang dilakukan (Sari et 
al.,  2024) “Strategi Pengembangan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis 
Collaborative Governance di Desa Pananrang 
Kecamatan Mattiro Bulu” Hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa Pembinaan 
UMKM, pelaku usaha menerima materi 
terkait bagaimana pengembangan suatu 
usaha. Hal ini telah sesuai dengan 
pengabdian yang dilakukan dimana adanya 
peningkatan pengetahuan secara signifikan 
setelah dilakukan pendampingan dan 
pelatihan.  
       Sementara kegiatan pendampingan 
dilakukan kepada mitra umkm dalam 
pembuatan produksi kripik singkong dan 
pisang dengan bentuk varian rasa. 
Pendampingan pengabdian menghasilkan 
peningkatan produksi kripik singkong dan 
kripik pisang, kemudian dalam 

pendampingan juga diterapkan bagaimana 
cara memasarkan produk kripik singkong 
dengan varian rasa dapat di jual dengan 
teknik pemasaran digital marketing. 
Pemasaran digital marketing pada saat ini 
menjadi opsi yang paling diminati oleh 
setiap orang dalam memasarkan produk 
karena menyesuaikan dengan penggunaan 
teknologi informasi yang tidak membatasi 
pembelian sehingga penjualan yang 
dilakukan dapat meningkat pesat karena 
adanya pembeli secara global (Cahya et al., 
2021; Christina et al., 2019; Goldfarb & 
Tucker, 2019). 
      Adapun kegiatan pengabdian yang 
dilakukan yaitu dengan teknik pemotongan, 
pengolahan dan penyadian kripik singkong 
dan pisang. Berikut adalah dokumentasi 
kegiatan pendampingan pengembangan 
umkm dalam pemotongan, pengolahan dan 
penyajian, diantaranya: 

 
Gambar 1. Pemotongan singkong dan pisang 

 
Gambar 2. Pengolaha Kripik Varian Rasa 

Berdasarkan gambar 1 & 2 dilakukan 
pendampingan pemotongan serta 
pengolahan singkong dan pisang dilakukan 
secara bersama-sama oleh tim pengabdian 
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dan mitra pengabdian pelaku umkm desa 
banjarsari. 
 

 
Gambar 3. Varian Rasa Kripik Singkong dan 

Pisang 

Adapun varian rasa kripik singkong dan 
kripik pisang meliputi varian rasa: 

1. Kripik singkong original dan balado 
2. Kripik pisang varian original, coklat, 

strawberry, green tea dan vanilla 
  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan 
melalui pelatihan collaborative governance 
dalam pengembangan usaha mikro kecil dan 
menengah yang diukur dengan lima 
indikator utama sebagai tolak ukur untuk 
mengetahui pengatahuan para pelaku usaha 
dengan hasil evaluasi berdasarkan pre-test 
dan post-test dapat diketahui bahwa 
terdapat peningkatan yang signifikan dari 
program pengabdian yang dilakukan yaitu 
dengan rata-rata peningkatan pengetahuan 
sebesar 53% dari total 30 peserta, yang 
dimana rata-rata sebelum dilaksankan 
pengabdian tingkat pengetahuan para 
pelaku umkm hanya sebesar 32,7% dan 
setelah dilaksankan pengabdian maka dapat 
diketahui rata-rata peningkatan 
pengetahuan meningkat menjadi 85,7% 
pada pelaku umkm di Desa Banjarsari 
Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. 
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